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ABSTRAK

UU PTPPO mengatur bahwa setiap korban pedagangan orang maupun ahli
warisnya berhak atas restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan langsung
oleh pelaku kepada korban. Urgensi dimunculkannya restitusi adalah kerugian yang
dialami oleh korban perdagangan orang karena eksploitasi yang mereka alami sehingga
menyebabkan viktimisasi terus berulang. Mengingat pentingnya restitusi bagi korban
perdagangan orang seharusnya restitusi diberikan terhadap setiap korban perdagangan
orang. Akan tetapi pada kenyataanya tidak semua hakim yang mengadili perkara
perdagangan orang menjatuhkan sanksi restitusi bagi pelaku sehingga menyebabkan
terjadinya disparitas putusan. Penelitian ini membahas mengenai alasan terjadinya
disparitas penjatuhan sanksi restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka (library research) dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan
dalam penelitian ini adalah UU PTPPO serta peraturan perundang-undangan lain yang
memiliki keterkaitan dengan sanksi restitusi. Bahan hukum sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang berkaitan dengan restitusi. Sebagai
referensi untuk menganalisis pokok masalah penelitian ini menggunkan teori
restorative justice, teori sistem hukum, dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan disparitas pemberian restitusi disebabkan karena
dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum tersebut
dipengaruhi oleh struktur hukum dalam hal ini sistem peradilan pidana, substansi
hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum yang dimaksud adalah sistem peradilan
pidana yang teridiri dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Substansi hukum dalam
hal ini status sanksi restitusi yang tidak tegas secara hukum. Hal ini dapat dilihat
dengan beberapa indikasi antara lain ketidaktegasan pengaturan mengenai restitusi dan
ketentuan pasal 50 ayat (4) yang memberikan kemungkinan untuk mengganti pidana
restitusi dengan pidana kurungan. Terahir faktor budaya hukum yang ada di Indonesia
yang mempengaruhi penjatuhan restitusi.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Restitusi, Disparitas Putusan Hakim.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010
sebanyak 237.641.326.> Besarnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia
berbanding lurus dengan jumlah tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di
Indonesia. Data dari Internastional Organization of Migration (IOM) dari tahun
2005 hingga 2014 sebanyak 7.193 (tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga) WNI
yang diperdagangkan ke luar negeri telah dipulangkan. Dari jumlah tersebut

didominasi oleh perempuan sebanyak 82% dan anak-anak sebesar 16%.

Sementara menurut Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada
tahun 2005 sampai tahun 2009 Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi tingkat
perdagangan orang yang mencapai 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) kasus,
Kalimantan Barat 711 (tujuh ratus sebelas) kasus dan Jawa Timur 441 (empat ratus
empat puluh satu) kasus, Jawa Tengah 404 (empat ratus empat) kasus, Nusa
Tenggara Barat 223 (dua ratus dua puluh tiga) kasus. Dari kasus-kasus tersebut,

kasus yang ditangani Bareskrim sebanyak 857 (delapan ratus lima puluh tujuh)

bps.go.id/statistictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-
1990-1995-2000-dan-2010.html



orang, jumlah korban dewasa 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang (76,4%),

anak-anak 485 (empat ratus delapan puluh lima) orang.?

Data terkini dalam laporan tahunan pada tahun 2018, Keduataan Besar
Amerika Serikat menyebutkan jika Mahkamah Agung (MA) menyidangkan 407
kasus perdagangan di tahun 2017, meningkat bila dibandingkan dengan tahun
2016 sebanyak 263 tuntutan. MA juga melaporkan 324 putusan, lebih tingggi
dibanding 190 putusan pada tahun sebelumnya dengan masa hukuman berkisar

dari dua setengah tahun hingga tujuh tahun.®

Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang
salah satunya adalah dengan menandatangani Bangkok Accord and Plan Action to
Combat Trafficking in Women. Rencana aksi ini merupakan konsensus bagi
negara-negara di wilayah regional Asia-Pasifik dalam memerangi perdagangan
perempuan di kawasan Asia-Pasifik. Kementrian Perempuan (meneg PP) ditunjuk
sebagai focal point dalam menindaklanjuti pemberantasan perdagangan
perempuan.* Kebijakan yang lain dilakukan adalah melalui ratifikasi konvensi
penghapusan segala bentuk eksploitasi terhadap wanita lewat Undang-Undang No.

7 Tahun 1984.

2 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Prespektif Hak Asasi Manusia, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2016), him. 74.

3Id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-
orang-2018/ ,terakhir diakses pada 5 Februari 2019

4 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Prespektif Hak Asasi Manusia, him.
7.



Salah satu konensus Internasional tentang penanggulangan tindak pidana
perdagangan orang terdapat dalam protokol PBB tahun 2000 yakni protokol untuk
mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama kepada anak-
anak. Menurut Pasal 3 protokol ini yang dimaksud perdagangan manusia adalah
perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang,
baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan,
penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi
rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna
memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain
untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain,
kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip

dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.®

Adapun definisi Perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Selanjutnya disebut UU PTPPO) adalah:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan

eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”®.

S Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him 16.
® Pasal 1 angka 1 UU PTPPO.



Ada berbagai bentuk perdagangan orang anatara lain: pekerja migran;
pekerja anak; perdagangan anak melalui adopsi; penikahan dan pengantin pesanan;
dan implantasi organ. Dari sejumlah bentuk perdagangan orang tersebut modus
operandi yang paling lazim digunakan dewasa ini ialah pengiriman tenaga kerja
migran secara ilegal. Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari satu
wilayah ke wilayah lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam
jangka waktu relatif menetap.” Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara

yang menjadi pengirim terbesar pekerja migran.®

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945
menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan
kehidupannya.® Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara
kepada warga negaranya adalah dengan diberlakukannya hukum pidana tentang
perdagangan orang. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak
pidana perdagangan orang terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

yakni pasal 297 dan 298.

Pada tahun 2007 pemerintah secara resmi telah mengundangkan UU
PTPPO. Undang-undang ini memberikan dimensi baru bagi penegakan hukum

perdagangan orang. Salah satu ketentuan baru yang terdapat dalam UU PTPPO

" 1bid, hllm. 32
8 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang, him. 34.
® UUD NRI 1945.



yakni dapat menjerat pelaku korporasi. Ketentuan ini dimunculkan karena dalam

KUHP korporasi masih belum dianggap sebagai subjek hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam KUHP adalah lebih banyak mengatur
tentang pelaku kejahatan. Padahal dalam penanggulangan kejahatan bukan hanya
persoalan pada pelaku tindak pidana, melainkan juga pihak yang dirugikan dalam
perkara perdagangan orang yakni korban juga harus diperhatikan.'® Perlindungan
hukum yang diatur dalam UU PTPPO berkaitan dengan hak-hak korban dan
perlindungannya bersifat reaktif. Perlindungan tersebut antara lain berupa

pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan reintegrasi.!!

Diberlakukannya restitusi dan kompensasi dalam UU PTPPO adalah
bentuk kemajuan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sebab
berbeda dengan KUHP yang tidak banyak membicarakan tentang hak-hak korban,
dalam UU PTPPO hak-hak korban perdagangan orang mulai diakomodir. UU
PTPPO menempatkan posisi korban sebagai subjek yang harus dilindungi hak-
haknya. Hal tersebut adalah bagian dari mempelajari korban dalam sistem
peradilan pidana merupakan bagian dari pengjormatan terhadap hak dan kewajiban

asasi manusia.t?

101s. Heru Permana, Politik Kriminal, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Y ogyakarta,
2011), him 86.

11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1992),
him. 78.

12 Rena Yulia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta: Graha IImu,
2010), him. 38.



Restitusi adalah pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas
kerugian yang diderita korban baik yang bersifat materiil dan/atau immaterial.*®
Mekanisme pemberian restitusi kepada korban tindak pidana diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Salah satu poin penting dalam
peraturan pemerintah tersebut adalah permohonan restitusi bagi korban tindak
pidana adalah permohonan restitusi dapat diajukan baik melalui kejaksaan maupun

melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban berbunyi:

Pasal (1): Setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak untuk
memperoleh restitusi;

Pasal (2): Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa ganti kerugian
atas: Kehilangan kekayaan atau kerugian; Penderitaan; Biaya untuk biaya
perawatan medis, dan/atau psikologis; dan/atau Kerugian lain yang diderita korban
sebagai akibat perdagangan orang.

Pasal (3): Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar
putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.*

Tindak pidana perdagangan orang memiliki karakterisitik tersendiri karena
selalu diikuti dengan kejahatan lain berupa eksploitasi korban. Dari segi

viktimologi sanksi restitusi yang terdapat dalam UU PTPPO merupakan bentuk

13 pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
14 pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasasn Perdagangan Orang.



pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Sehingga hak-hak korban yang
dirugikan akibat eksloitasi mampu untuk dipulihkan atau setidaknya ada

pertanggungjawaban langsung dari pelaku kepada korban.

Mengingat pentingnya restitusi bagi korban perdagangan orang seharusnya
sanksi tersebut dijatunkan kepada pelaku perdagangan orang sebagai hukuman
karena telah melakukan perdagangan orang. Namun pada kenyataannya restitusi
belum banyak dijatuhkan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
Penelitian yang dilakukan di PN Makasar menunjukkan pada tahun 2010-2015
sebanyak tiga kasus yang diputus di pengadilan tersebut tidak mencantumkan

sanksi restitusi kepada pelaku perdagangan orang.*®

Contoh kasus yang lain adalah kasus yang terjadi di pengadilan negeri
Sleman dalam putusannya nomor 345/Pidsus/2018/PNSLMN. Dalam putusan
tersebut hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan
tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, dalam putusanya majelis hakim

tidak mencantumkan sanksi restitusi bagi terdakwa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk

membahas mengenai status hukum sanksi restitusi dalam UU PTPPO.

15 Dian Eka Putri Ismail, “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Human Trafficking)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar (2017), him. 88.



B. Rumusan Masalah
Mengapa terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana restitusi (tidak selalu
diberikan) bagi pelaku perdagangan orang?
C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini agar dapat memberikan
pemahaman dan manfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca secara
umumnya. Berikut adalah tujuan dan kegunaan yang diharapkan oleh penyusun:

1. Tujuan

Untuk mengetahui alasan adanya perbedaan penjatuhan sanksi restitusi bagi
pelaku perdagangan orang ditinjau dari aspek undang-undang yang berlaku dalam

hal ini UU PTPPO.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran dalam hukum pidana khususnya mengenai penjatuhan sanksi
restitusi sebagaimana terdapat dalam UU PTPPO.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada
masyarakat mengenai alasan timbulnya disparitas dalam putusan hakim
mengenai penjatuhan sanski restitusi bagi pelaku perdagangan orang.

D. Telaah Pustaka
Dari penelitian dan pembahasan terdahulu yang ditelusuri oleh penuilis,

terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan pembahasan dengan



penelitian ini. Namun untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian ini, berikut
beberapa karya ilmiah tersebut:

Skripsi yang disusun oleh Dian Eka Putri Ismail berjudul “Hak Restitusi
Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun
Pengadilan memiliki peran yang penting dalam penjatuhkan sanksi pidana restitusi
bagi pelaku tindak perdangangan orang. Penjatuhan pidana restitusi tidak dapat
serta merta muncul dalam putusan hakim, melainkan harus disertakan melalui
permohonan mulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan. Sedangkan pemenuhan
hak restitusi bagi korban tindak pidana perdangangan ora ng di PN Makasar dari
beberapa kasus yang telah diputus tidak terdapat satupun putusan yang
menjatuhkan pidana restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.*®

Perbedaan yang membedakan dengan penelitian ini adalah pendekatan
yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Serta kerangka teori yang
digunakan untuk menganalisis pokok masalah berbeda.

Devi Rohmiati dalam skripsinya meneliti tentang “Argumentasi Penilaian
Pembuktian Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara dan Denda Serta
Restitusi Dalam Perkara Perdagangan Orang Secara Bersama-sama (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 55/Pidsus/2014/PN.Jak.Tim)”.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana restitusi bagi pelaku tindak

16 Dian Eka Putri Ismail, “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Human Trafficking)”, hlm. 88.
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pidana perdagangan orang harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam
KUHAP pasal 184. Ketentuan pasal tersebut yakni untuk menyatakan terdakwa
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus ditunjukkan melalui
dua alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim. Dalam penelitian
tersebut hakim mendasarkan putusannya pada saksi yang diperiksa
dipersidangan.’

Penelitian oleh Dara Ulfah Anelsyah dalam skripsinya berjudul
“Kewajiban Hukum Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. Dalam penelitian
tersebut menjelaskan tentang mekanisme pengajuan restitusi dan peranan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemenuhan restitusi
kepada korban perdagangan orang. Pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan
melalui LPSK maupun melalui Kepolisian sejak tahap penyidikan. LPSK sendiri
memiliki kewenangan untuk menilai kerugian yang diderita oleh korban serta
menilai perlu tidaknya korban didampingi di pengadilan.*®

Penelitian oleh Masum Rivai dalam skripsinya dengan judul
“Pelaksanaan Putusan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang (Studi Putusan 1633/Pid/B/2008/PNTK)”. Dalam penelitian tersebut

1" Devi Rohmiati, ”Argumentasi Penilaian Pembuktian Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana
Penjara dan Denda Serta Restitusi Bagi Pelaku Perdagangan Orang Secara Bersama-sama (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 55/Pidsus/2017/PN.Jak.Tim)”, Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta (2016).

18 Dara Ulfah Anelsyah, “Kewajiban Hukum Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2017).
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putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana restitusi kepada pelaku perdagangan
orang tidak dijalankan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa
pelaksanaan pidana restitusi bagi pelaku perdagangan orang tidak dilaksanakan
yaitu dalam amar putusan pidana restitusi dapat digantikan atau subsider pidana
kurungan selama satu bulan. Adapun faktor lain yang menghambat terhadap
pelaksanaan putusan tersebut antara lain karena faktor undang-undang yang tidak
aplikatif dan faktor penegak hukum dalam hal ini jaksa yang memberikan tuntutan
yang terlalu rendah.®

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis sebagaimana
disebutkan di atas, diketahui telah ada karya ilmiah yang membahas mengenai
penjatuhan pidana restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan karya
tulis sebelumnya yaitu objek penelitian adalah Disparitas Penjatuhan Putusan oleh
hakim.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Sistem Hukum

Lawrance M. Friedman berpendapat berjalannya sistem hukum diibaratkan
dengan sebuah mesin yang dijalankan oleh komponen-komponen yang terdapat di

dalamnya yakni input, proses, dan output. Input atau masukan adalah bahan-bahan

19 Masum Irvai, “Pelaksanaan Putusan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Studi Putusan 1633/Pid/B/2008/PNTK)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.
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mentah yang masuk pada satu sisi sistem tersebut. Sebuah pengadilan, misalnya,
tidak akan mulai bekerja tanpa ada seseorang yang mengajukan gugatan dan
perkara hukum. Secara nyata, perkara hukum di mulai dengan lembaran-lembaran
kertas, permohonan yang diajukan ke pengadilan; tanpa hal tersebut proses
peradilan tidak akan berjalan.?’ Sedangkan output dari sistem hukum yang berjalan
adalah setiap keputusan, perintah, penangkapan, atau fungsi-fungsi menyeluruh

dari hukum.

Bekerjanya sistem hukum adalah akibat adanya interaksi antara struktur
hukum, substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan kultur atau budaya
hukum.?! Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu
negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam
masyarakat mengalami perubahan-perubahan akibat adanya pengaruh baik dari

dalam maupun dari luar seperti globalisasi dan modernisasi.

Apabila dikaitkan dengan negara Indonesia maka struktur hukum yang
dimaksud adalah penegak hukum yang terintegrasi dalam Sistem Peradilan Pidana
(Criminal Justice System). Sistem tersebut terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, Advokat atau Pengacara, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pihak
yang menjalankan putusan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah

substansi dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan

20 | awrance M. Friedman, The Legal System A Social Science Perspective, diterjemahkan oleh
M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), him. 12.
2 bid, him. 17.
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sebagai dasar legitimasi sebagai pintu gerbang penegakan hukum. Sedangkan
aspek terakhir yakni budaya hukum adalah sikap atau respon masyarakat selaku

subjek yang menjalankan hukum.

Tujuan akhir yang diharapkan dari berjalannya sistem hukum adalah antara

lain:22

a. Penyelesaian sengketa. Dalam hal ini fungsi hukum yang pokok adalah
menyediakan instrumen yang dapat diakses oleh semua orang untuk
menyelesaiakan sengketa hukum mereka.

b. Sistem hukum sebagai kontrol sosial. Dalam hal ini hukum sebagai kontrol
sosial adalah berupa pemberlakukan peraturan mengenai perilaku mana yang
benar dan mana yang salah.

c. Menciptakan norma-norma. Dalam menjalankan hal ini, sistem hukum bisa
bertindak sebagai instrumen perubahan yang tertata untuk melakukan rekayasa
sosial (social engineering).

2. Teori Restorative Justice

Pendekatan dalam teori restorative justice bertitik tolak dari tesis bahwa
setiap individu adalah bagian dari kelompok sosial yang ada. Restorative justice
memahami tindak pidana yang terjadi di masyarakat bukan hanya sebatas
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh

negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di

22 |bid, him. 21
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masyarakat. Titik tekan penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum
pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum negara, melainkan pada upaya-
upaya untuk memulihkan hubungan sosial akibat terjadinya tindak pidana.?®

Penyelesaian masalah melalui pendekatan restorative justice berupaya
menjauhkan agar masalah tersebut tidak sampai diselesaikan melalui sistem
peradilan pidana. Virginia Mackey berpendapat terdapat enam prinsip dasar
restorative justice yang membedakan dengan pengadilan kriminal biasa:?* (1)
kemanan harus menjadi pertimbangan bagi kehidupan komunitas; (2) pelaku
kriminal harus didorong untuk bertanggungjawab atas perbuatannya serta dampak-
dampak yang ditimbulkan; (3) korban dan masyarakat yang terdampak tindak
pidana membutuhkan upaya-upaya pemulihan; (4) kondisi-kondisi yang
menimbulkan konflik di dalam masyarakat yang dapat memicu terjadinya tindak
pidana harus secepat mungkin diselesaikan; (5) berbagai bentuk penyelesaian
konflik yang tersedia di masyarakat harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan
atau acuan bagi penyelesaian setiap kasus kriminal; dan (6) harus ada sistem kerja
sama yang terintegrasi untuk mengelola dan menggalang sumber daya yang ada,
baik publik maupun privat.

Terdapat berbagai macam definisi mengenai restorative justice akan tetapi

menurut Van Ness dan Strong terdapat tiga unsur penopang yang terdapat dalam

2 Afthonul Afif, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice Diskursus Perihal

Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-upaya Melampauinya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), him.

328.

24 Ibid, hlm. 343.
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restorative justice yakni (1) perjumpaan (encounter) dalam hal ini antara pihak
yang terdampak adanya tindak pidana untuk saling bertemu dan mencari solusi
pemecahan masalah; (2) perbaikan (reparation) baik pengembalian status pelaku
maupun korban ke keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana; (3)
transformasi. Atas konsep tersebut Van Ness dan Strong mendefinisikan
restoritative justice sebagai cara penyelesaian perkara kriminal yang berbasis pada
upaya-upaya reparatif yang dicapai melalui keterlibatan aktif pihak-pihak yang
berpekara dalam rangka memulihkan atau mempertahankan hubungan-hubungan
dan harmonisme sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana.?®

Senada dengan definisi tersebut Ridwan Mansyur mendefinisikan
restorative justice adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang
ditekankan pada pemulihan atas kerugaian yang dialami oleh korban dan atau
masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal.?® Penekanan dari restorative
justice adalah untuk memulihkan bukan untuk menghukum. Dalam
pelaksanaanya, restorative justice akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri
sebagai berikut:?’
a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian

yang diciptakan;

2 1bid, him. 346.

% Ridwan Mansyur, Restorative Justice Sebagai Kearifan Lokal dalam Prespektif
Perlindungan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), him. 4.

27 1bid, him. 5.
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b. Mengupayakan penyelesaian yang mengedepankan dialog bagi perlindungan
pelaku dan korban;

c. Melibatkan seluruh pihak yang terkait;

d. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini
antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma dimana menekankan
aspek seharusnya atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang
apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat
umum dan menjadi pembatas bagi tingkah laku individu dalam masyarakat.
Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian

hukum.?8

Kejelasan norma menjadi hal yang krusial dalam kepastian hukum. Hal ini
bertujuan agar tidak terjadi multi tafsir terhadap suatu norma. Pengertian kepastian
hukum adalah kejelasan skenario yang bersifat umum dan mengikat masyarakat
termasuk semua konsekuensi-konsekuensinya.?® Salah satu tujuan hukum adalah

menciptakan kepastian hukum yang berfungsi untuk menciptakan tertib dalam

28 peter Mahmud Mazuki, Pengantar IImu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 158.
2 Tata Wiyajanta. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatannya Kaitannya dengan
Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No.2. (2014)him. 220.
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masyarakat. Hukum tanpa memiliki nilai kepastian hukum maka tidak dapat

dijadikan patokan dalam masyarakat.

Ajaran kepastian hukum didasarkan pada pandangan ajaran positivistik
dimana hukum adalah entitas yang otonom. Tujuan yang hendak dicapai oleh
hukum menurut penganut aliran ini tidak lain adalah kepastian hukum.3! Esensi
dari kepastian hukum kaitannya dengan penegakan hukum adalah salah satu upaya
untuk mewujudkan keadilan. Sebab dalam kepastian hukum terdapat dimensi
pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang

siapapun yang melakukan tindakan tersebut.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan norma harus dapat
dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang jelas agar tidak menciptakan penafsiran
yang berda-beda. Sebab dalam praktiknya banyak timbul peristiwa-peristiwa
hukum ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya,
kadang kala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga menyebabkan ketidak
pastian hukum. Skenario inilah yang harus dihindarkan agar ketentuan dari
peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan. Dari uraian tersebut kepastian
hukum mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan

multi tafsir, dan dapat dilaksanakan.

% hid.
31 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian dan Sosiologis), (Jakarta: Toko Gunung
Agung, 2002), him 82.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur
penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan
hukum dari sisi normatifnya.®? Berbeda dengan penelitian lapangan yang harus
turun langsung untuk memperoleh data, penelitian normatif atau library research
fokus terhadap bahan bacaan dan menganalisis objek penelitian dalam hal ini
status hukum sanksi restitusi dalam UU PTPPO.
2. Jenis Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-
nomatif. Pendekatan ini merujuk pada bahan hukum utama dengan menelaah teori-
teori konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan status sanksi restitusi, konsep-.
3. Sumber Data Penelitian
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari instrumen
hukum nasional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 1 Tahun 1946
tentang KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU PTPPO,

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Restitusi,

32 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyumedia,
2012), him. 57.
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Kompensasi, dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban, serta instrumen
hukum lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian.

b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal, penelitian
terhadulu, dan karya-karya ilmiah yang lain.

c. Bahan hukum tersier berupa berupa dokumen atau literature lain yang dapat
menjelaskan sumber hukum primer maupun sekunder seperti kamus maupun
ensiklopedi.

4. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang menjadi objek penelitian akan
dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif berdasarakan pada asas-asas atau
teori-teori hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk menjawab persoalan
dalam rumusan masalah. Data yang berhasil diperoleh akan dianalisis untuk
selanjutnya dijadikan bahan rujukan dalam memahami permasalahan dan menarik

kesimpulan secara deduktif.

. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan skripsi umumnya terdiri dari pendahuluan,
pembahasan, dan penutup. Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan
menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, merupakan pemaparan mengenai gambaran
umum tentang penelitian yang dilakukan yang meliputi; Latar Belakang, Rumusan
Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori,. Metode Penelitian,

dan Sistematika Pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Disparitas penjatuhan pidana restitusi bagi pelaku perdagangan orang
disbebkan karena norma restitusi sebagai norma yang dependen. Dependensi norma

restitusi dipengaruhi oleh:

1. Struktur hukum yang berlaku adanya struktur hukum yang berlaku. Kaitannya
dengan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem peradilan pidana yang
terdiri dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Ketiga lembaga penegak
hukum tersebut memiliki peran guna pemenuhan restitusi bagi korban tindak
pidana perdagangan orang. Akan tetapi peran hakim dalam penjatuhan resitusi
adalah krusial. Sebab dalam mengadili perkara asas independensi hakim
berlaku sehingga hakim dapat objektif dalam mengadili perkara.

2. Faktor selanjutnya yang menyebabkan disparitas resitusi adalah budaya hukum
yang berlaku. Kaitannya dengan faktor budaya hukum adat yang berlaku
terhadap penyelesaian perkara dengan ganti kerugian di luar pengadilan masih
berlaku.

3. Terakhir adalah substansi dalam hal ini status sanksi resitusi dalam UU PTPPO
tidak tegas secara hukum. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikasi antara

lain: Pertama, kesenjangan norma antara UU PTPPO dan undang-undang

98
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perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun
2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014. Kedua, tidak terdapat norma yang berfungsi
sebagai penghubung antara restitusi dan kompensasi. Ketiga, ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 50 ayat (4) yakni sanksi restitusi dapat diganti dengan
pidana kurungan selama maksimal 1 (satu) bulan.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis berpendapat mengajukan
beberapa saran akademik:

1. Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen bergerak di
bidang penanganan terhadap korban khususnya korban tindak pidana
perdagangan orang agar selalu megawal permohonan dan pelaksanaan
resitusi.

2. Kepada pemerintah agar mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai yang
berfungsi sebagai petunjuk teknis paduan bagi penegak hukum untuk

pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
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